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ABSTRAK
RIFQI IBSAM (B111 13 002), dengan Judul “Analisis Normatif
Terhadap Dilanjutkannya Penuntutan dengan Tuntutan Ganti
Kerugian Bagi Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak
Pidana Ekonomi”. Dibimbing oleh Andi Sofyan selaku
pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum atas
dilanjutkannnya penuntutan dengan tuntutan ganti kerugian bagi
terdakwa meninggal dunia dalam Tindak Pidana Ekonomi, dan
Implikasi Hukum Terhadap Dilanjutkannya Penuntutan Dengan
Tuntutan Ganti Kerugian Bagi Terdakwa Meninggal Dunia dalam
Tindak Pidana Ekonomi.
Penelitian ini dilakukan dikota Makassar adapun yang
menjadi lokasi penelitian adalah Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan dengan
melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan referensi-
referensi yang terkait dengan rumusan masalah dalam tulisan
penulis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Undang-
undang no 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
tidak adanya koherensi dan konsistensi dalam Tindak pidana
Ekonomi yang mana dalam Tindak Pidana Ekonomi Pasal 16
ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c dan d  jika terdakwa
meninggal dunia pada proses penuntutan, hakim akan tetap
melanjutkan penuntutan dengan menjatuhkan sanksi tata tertib
berupa ganti kerugian, akan tetapi tidak mengalihkan ganti
kerugian ke hukum private/ perdata yang mana ganti kerugian
merupakan rezim dari hukum perdata dan tidak diatur dalam
jenis hukuman dalam Pasal 10 KUHP sehingga menimbulkan
tidak adanya sinkronisasi antara penerapan sanksi.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam,
Yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain seperti adagium  yang
berbunyi Ubi Societas ibi ius dimana ada masyarakat disitu ada hukum,
dimana ada masyarakat di situ ada kejahatan. Kejahatan selalu
berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Jenis-jenisnya pun
kian beragam, Modus operandi yang dilakukan semakin bervariasi,
semua mengikuti perkembangan manusia yang semakin modern.
Keberadaan Hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna,
begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum
dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam
tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam
pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan
berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak
saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan,
hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan
kemanfaatan bagi masayarakat.1 Kepastian hukum tanpa didasarkan
pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan
mengundang banyak reaksi.
1Theo Huijbers, 2011, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, Kansius, Yogyakarta, Hlm.
231.
2Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum telah
diberikan kepercayaan dalam penegakan hukum sesuai tugas dan
fungsinya. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:
“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang
ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang.”2 Dengan demikian, Kejaksaan merupakan
lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tidak semua  orang di lembaga
kejaksaan berhak melakukan penuntutan akan tetapi hanya penuntut
umum yang bisa melakukan hal tersebut.
Menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum
adalah:3
a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.
Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP mengatakan “bahwa penuntutan
adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke
Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur
dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan
2Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.
3Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.4 Berdasarkan Pasal 14 KUHAP
Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu:5
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari
penyidik pembantu.
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110
ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam
rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh
penyidik.
d. Membuat surat dakwaan.
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang
disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun
kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah
ditentukan.
g. Melakukan penuntutan.
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan
tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut
ketentuan undang-undang.
j. Melaksanakan penetapan hakim.6
Pada saat penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan
maka pada saat proses persidangan penuntut umum akan membuktikan
unsur-unsur yang didakwaakan kepada terdakwa dan menuntut terdakwa
sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum pidana tuntutan
hukuman hanya mengenal 2 jenis hukuman yaitu pidana pokok dan
pidana tambahan yaitu :7
4Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
5Lihat Pasal 4 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.
6Lihat Pasal 14 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
7Lihat Pasal 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.
4Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:
1. hukuman mati,
2. hukuman penjara,
3. hukuman kurungan,
4. hukuman denda.
Yang termasuk hukuman tambahan yaitu:
1. pencabutan beberapa hak tertentu,
2. perampasan barang yang tertentu,
3. pengumuman keputusan hakim.
Jika dalam suatu tindak pidana, orang yang disangkakan/terdakwa
meninggal dunia maka tidak bisa lagi dituntut atau dijatuhi hukuman
pidana badan dalam hal ini pidana pokok, akan tetapi bisa dituntut
hukuman tambahan salah satunya adalah perampasan barang-barang
yang diduga hasil dari tindak pidana. Didalam sanksi/hukuman yang
terdapat secara normative didalam KUHP baik dalam hukuman pokok
dan hukuman tambahan tidak mengenal adanya Hukuman Ganti
Kerugian. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
selanjutnya disingkat UU TPE yang mengenal adanya hukuman ganti
kerugian, Pasal 16 ayat (1) UU TPE mengatakan8:
(1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa
seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas
perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi,
telah melakukan tindak-pidana ekonomi, maka hakim --
atas tuntutan penuntut umum -- dengan putusan
pengadilan dapat :
a. memutus perampasan barang-barang yang telah
disita. Dalam hal itu Pasal 10 undang-undang
darurat ini berlaku sepadan.
8Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
5b. memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut
pada Pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan
memberatkannya pada harta orang yang
meninggal dunia itu.
Pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UU TPE mengenal adanya ganti
kerugian yang mana dijelaskan pada Pasal 8 sub d “mewajibkan
mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang
dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-
akibat satu sama lain, semua atas biaya si-terhukum, sekadar hakim
tidak menentukan lain.”9 Landasan hukum tentang ganti kerugian juga
terdapat di dalam KUHPerdata yaitu:10 “tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Bukankah dalam hukum pidana hanya mengenal Hukuman pokok
dan hukuman tambahan yang mana tidak ada Ganti kerugian didalamnya
dan ganti kerugian hanya ditemukan didalam rezim hukum perdata/
hukum private akan tetapi didalam tindak Pidana Ekonomi menerapkan
sanski Ganti Kerugian terhadap terdakwa hal ini terdapat dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b UU TPE Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji
dan mengangkat judul “ANALISIS NORMATIF DILANJUTKANNYA
PENUNTUTAN DENGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BAGI
TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DALAM TINDAK PIDANA
EKONOMI ”
9Lihat pasal 8 sub d Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
10Lihat pasal 1365 KUHPerdata.
6A. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis
merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :
1. Bagaimanakah kedudukan tuntutan ganti kerugian bagi terdakwa
meninggal dunia dalam Tindak Pidana Ekonomi?
2. Apa Implikasi hukum dilanjutkannya penuntutan dengan tuntutan
ganti kerugian ketika terdakwa meninggal  dunia dalam Tindak
Pidana Ekonomi?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kedudukan tuntutan ganti kerugian bagi terdakwa
meninggal dunia dalam Tindak Pidana Ekonomi.
2. Implikasi Hukum dilanjutkannya penuntutan dengan tuntutan ganti
kerugian ketika terdakwa meninggal  dunia dalam Tindak Pidana
Ekonomi.
D. Manfaat Penelitian
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini
perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi
bagi mahasiswa yang selanjutnya ingin kembali mengkaji tentang
Tindak Pidana Ekonomi.
73. Agar hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka
pembinaan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan buat
Law Enformance dalam rangka penegakan hukum.
8BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan di Indonesia
1. Pengertian Penuntutan
Menurut konsep pemikiran Wirjono Prodjodikoro penuntutan itu
“seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara
seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan
permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan
perkara pidana itu terhadap terdakwa”.11
Didalam Pasal 1 butir 7 KUHAP juga menjelaskan tentang
penuntutan “Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan".12
Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan
suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke
pengadilan yang berwenang. Masalah dalam praktek (sewaktu HIR masih
berlaku) apa yang dimaksud dengan “daerah hukumnya?” diketahui
11Alfitra, 2012, Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses,
Jakarta, Hlm. 19.
12Dilihat pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.
9bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama
dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri didaerah itu. Contohnya
adalah apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut
siapapun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi? dan sebagai
konsekuensinya apakah juga seorang jaksa di Kejaksaan Agung
berwenang menuntut siapapun diseluruh Indonesia? KUHAP tidak
menjawab masalah ini dan penjelasan Pasal 137 itu mengatakan “cukup
jelas”.
Mengenai Kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang
menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau
tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur
dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan  penuntut umum
suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau
perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum
membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a
KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan  kepada tersangka
dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b).
Ditentukan selanjutnya bahwa keluarga atau penasehat hukum, pejabat
rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c
KUHAP), ini biasanya disebut dengan Surat perintah Penghentian
Penuntutan.
Wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum
seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan
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KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkara ditutup demi hukum”
diartikan sesuai dengan buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak
menuntut dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP” (Non bis in idem, terdakwa
meninggal dunia dan lewat waktu).13Dari ketentuan ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa ketetapan penuntutan dibatasi dengan syarat-syarat
umum untuk menyampingkan suatu perkara, tidak berlaku asas Non bis
in idem14.
Selanjutnya pada Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat
melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan Tetapi
kemungkinan penggabungan itu dibatasi oleh Pasal tersebut. Syarat-
syarat itu adalah:
 Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama
dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan
terhadap penggabungannnya.
 Tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain,
 Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut dengan yang
lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannnya
dalam hal ini penggabungan tersebut perlu adanya kepentingan
pemeriksaan.
13Pedomoan pelaksanaan KUHAP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, cetakan ke-2, Hlm. 88.Dimuat dalam Andi Hamza. 2008. Hukum Acara
Pidana Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 163.
14Sesuai Pasal 76 KUHP, asas ini memberi pengertian bahwa seseorang tidak dapat
lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama jika atas perbuatan
itu di sangkutkan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh pengadilan
serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hokum tetap (in krachtvan gewijsde
zaak). Sjafrien Jahja. 2012, Say No To Korupsi, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka
Hlm. 112.
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Kebalikan dari penggabungan perkara, penuntut umum dapat
memecahkan perkara menjadi lebih dari  satu. Hal ini diatur dalam Pasal
142 KUHAP. Penjelasan Pasal 142 mengatakan cukup jelas, akan tetapi
pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa biasanya
Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana pada
tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukannya
pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Dalam
pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan sebagai berikut:
“Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah
sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang
membuat berkas perkara baru sehubungan dengan splitsing itu? Dalam
hubungan ini, maka penyidiklah yang melaksanakan splitsing atas
petunjuk penuntut umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya
ialah bahwa masalah splitsing ini adalah masih dalam tahap persiapan
tindakan penuntutan dan belum sampai tahap penyidangan perkara
dipengadilan”.15
Menurut Andi Hamza bahwa yang ditulis oleh pembuat pedoman
pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat. Tidak selalu
perkara yang dipecah (Splitsing) harus diperiksa kembali. Mungkin kalau
tidak ada saksi, sedangkan ada beberapa orang tersangka hal demikian
benar artinya tersangka bergantian menjadi saksi. Tetapi hal demikian
dapat menimbulkan kemungkinan orang dipaksa melakukan sumpah
15Ibid, Hlm. 165.
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palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan
memberatkan tersangka (terdakwa), karena pada gilirannya ia sendiri
juga akan menjadi tersangka (terdakwa). Lalu tidak seluruhnya ditulis
oleh pembuat pelaksanaan pedoman KUHAP itu, karena tidak selalu
dalam memecah perkara perlu pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa
tersangka (terdakwa) dan juga ada beberapa orang saksi, maka dalam
memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana
daftar nama tersangka (terdakwa) diubah menjadi sendiri-sendiri dan
pemeriksaan saksi-saksi tetap.16
Penuntut umum dapat langsung memecah berkas perkara tersebut
menjadi beberapa buah. Yang perlu diminta dari penyidik adalah duplikat
hasil pemeriksaan. Sangat kurang bermanfaat kalau hanya untuk dipecah
menjadi berkas perkara itu harus bolak balik dari penuntut umum ke
penyidik karena tidak sesuai dengan asas peradilan cepat. Jadi
seharusnya dibedakan perkara yang tidak lengkap (saksinya kurang)
sehingga harus dipecah dimana para tersangka saling menjadi saksi
yang harus diselesaikan melalui Pasal 138 KUHAP.
2. Sejarah Penuntutan di Indonesia
Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain)
maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan
dalam hal ini adalah kejaksaan, yang memiliki tugas khusus untuk atas
nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap
16Andi Hamzah, Loc.Cit.
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pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan
pidana dimana pihak yang dirugikanlah yang melakukan tuntutan pidana
kepada hakim. Meskipun pada waktu itu dikenal pejabat Negara yang
disebut adhyaksa (Adhyaksa berasal dari bahasa sansekerta yang
diartikan sebagai jaksa), akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan
hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.17 Andi
Zainal Abidin Farid mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti seperti:18
1. Superintendant atau superindance.
2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha
maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar
istana.
3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian
ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
4. “Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa” sebagai
“opperechter” nya.
5. “Adhyaksa” sebagai ”rechter van instructie bijde lanraad”, yang
kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat
disejajarkan dengan Hakim Komisaris.
Dari uraian diatas, maka jabatan jaksa sesungguhnya mempunyai
kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang
yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang
17Rocky Marbun, 2011, kiat jitu menyelesaikan kasus hukum, Transmedia Pustaka,
Jakarta Selatan, Hlm. 270.
18Djoko Prakoso, 1983, Tugas dan Peranan Jaksa dalam pembangunan, Ghalia
Indonesia, Jakarta, Hlm. 13.
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keagamaan. Dahulu adhyaksa tidaklah sama dengan tugas utama
penuntut umum dewasa ini, lembaga penuntut umum seperti sekarang ini
tidak bertugas sebagai hakim seperti adhyaksa dahulu kala, tetapi
keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara,
penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”. Penuntut
umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal
dari Perancis. Belanda-lah yang bercermin kepada sistem Perancis,
melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia,
terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan yang disebut Procuceur
General (seperti Jaksa Agung sekarang).19 Disamping itu dikenal pula
istilah of ficieren van justitie sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa
dipersamakan dalam inlandsreeglement dikenal Megistraat sebagai
penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh
Residen dan Asisten Residen. Sesudah Inlands Reeglement diubah
menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum
yang berdiri sendiri dibawah Procureur General, bagi orang Bumiputra, itu
pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada
masa itu, maka di kota-kota jabatan Magistraat itu masih dirangkap
oleh Asisten Residen. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827
ketika berlakunya Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie,
diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem
19 Ibid, Hlm. 14.
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Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan
tidak terbagikan (een en ondeelbarheid) dan bergantungnya pada
kekuasaan eksekutif. Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya
para jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang
sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten
Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan
kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini,
semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara
pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu
Kyokuco atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada
dibawah pengawasan Koo Too Kensatsu Kyokuco atau Kepala
Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya dengan Osamurai No. 49, Kejaksaan
dimasukkan dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan
Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan
dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai
penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).
Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem
hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan.Untuk
mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-
peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang
kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap
16
memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan
maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945,
semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan
atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman
atau Shihoobu. Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan
Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian
memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman
R.I. Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman
maka cocok antara tugas dan kewajiban para jaksa yang diberikan ketika
pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu
Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah
menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu
tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.
Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas Openbaar
Ministerie atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri
menurut HIR (Herziene Inlandsch Reglemeent), dijalankan
oleh Magistraat, oleh karena itu perkataan Magistraat dalam HIR diganti
dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai
Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.20
3. Mekanisme Penuntutan di Indonesia
Penuntutan dan pra-penuntutan sangatlah berkaitan, dimana
penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHP “ tindakan penuntut umum
20 Ibid, hlm. 15.
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untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh
hakim”.
Proses penuntutan dimulai pada saat Jaksa mengeluarkan P-21
yaitu pemberitahuan bahwa berkas perkara dari penyidik sudah
dinyatakan lengkap, maka hubungan antara jaksa dan penyidik sudah
berakhir sehingga jaksa akan berhubungan dengan hakim dalam
persidangan. Pada saat jaksa sudah mengeluarkan P-21 maka ada
beberapa mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan:
a. Membuat surat permintaan penyerahan tersangka dan
barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh jaksa ( P-
22)
b. Akan mengeluarkan P-16A yaitu surat perintah
penunjukan jaksa Penuntut umum untuk menyelesaikan
perkara.21
c. Tim penuntutan atau Jaksa penuntut umum pada hari
diterimanya tersangka dan barang bukti melakukan
penelitian atas tersangka dan barangbukti yang
dituangkan didalam BA-10 dan BA-15
d. Tim penuntutan atau Jaksa penuntut umum setelah
melakukan penelitian berkas perkara agar menentukan
apakah tersangka akan ditahan ataupun tidak.
e. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk akan segera
membuat BA-5 yaitu berita acara pendapat atas tindakan
penelitian untuk menentukan apakah berkas perkara itu
sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak
dilimpahkan ke pengadilan.
f. Membuat dan menandatangani surat dakwaan apabila
berkas perkara layak dilimpahkan ke pengadilan.
g. Tim penuntutan atau jaksa penuntut umum melimpahkan
berkas perkara ke pengadilan negeri.
21Dilihat pada Pasal 43 butir ke 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Perja-
039/ A/ JA/10/ 2010 tentang Tata kelola dan Teknis Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus.
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Didalam Mekanisme Penuntutan ada beberapa hal penting salah
satunya adalah pembuatan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut
umum. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan
oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang
memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara
untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.
Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-
baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat Formil dan materil.
Syarat formil yang harus terpenuhi adalah diberi tanggal dan ditanda
tangani oleh Penuntut Umum, berisi identitas terdakwa, meliputi nama
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a
KUHAP) agar tidak terjadi yang namanya Error in Persona. Sedangkan
syarat materil yang harus terpenuhi adalah menyebutkan waktu dan
tempat dilakukannya tindak pidana, memuat uraian secara jelas, cermat
dan lengkap.
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ekonomi
1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi
Andi Hamza Halim mengatakan Hukum pidana Ekonomi itu adalah
bagian dari hukum pidana yang merupakan corak-corak  tersendiri, yaitu
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corak-corak ekonomi.22 Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan
perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau
larangan sebagai ketentuan – ketentuan dari peraturan – peraturan
hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk
mencapai tujuan nasional. Dengan demikian hukum pidana ekonomi
hendaknya mengambil tempat disamping hukum pidana.23 Sedangkan
Moch. Anwar mengartikan hukum pidana ekonomi sebagai sekumpulan
peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang
keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang diancam dengan
hukuman.24
Peraturan hukum pidana ekonomi terdapat dalam UU TPE dan
peraturan-peraturan lain yang mengatur bidang ekonomi di luar UU TPE.
Konsekuensinya adalah bahwa pengertian Tindak Pidana Ekonomi dapat
dibagi kedalam arti sempit dan arti luas.
Pengertian Tindak Pidana Ekonomi dalam arti sempit terbatas pada
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana secara limitative
dalam Pasal 1 UU TPE yang menyebutkan bahwa yang didefinisikan
sebagai Tindak Pidana Ekonomi adalah:
1. Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam
atau berdasarkan berbagai dan ordonantie (peraturan
pemerintah) yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Tindak-tindak pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32
dan Pasal 33 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.
22Andi Hamza, 1966, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, Hlm 1.
23ibid., hlm 12.
24Moch.Anwar, 1989, Hukum Pidana Ekonomi. Alumni Bandung, Bandung, Hlm 10.
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3. Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan
undang-undang lain, sekedar undang-undang itu
menyebut pelanggaran itu sebagai Tindak Pidana
Ekonomi.
Perbuatan – perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh
Pasal 1 undang - undang No. 1 Tahun 1961 yang dapat terbagi atas 3
macam:25
1. Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 1e
Undang – undang yang mengatur beberapa sektor di bidang ekonomi
sebagai sumber hukum pidana ekonomi, menyatakan ketentuan pidana:
a. pelanggaran di bidang devisa,
b. pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor,
c. pelanggaran izin usaha,
d. pelanggaran pelayaran nahkoda,
e. pelanggaran ketentuan ekspor kapuk,
f. pelanggaran ketentuan ekspor minyak,
g. pelanggaran ketentuan ekspor ubi – ubian.
2. Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 2 e.
Ditetapkan beberapa perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan
tindak pidana sebagai Tindak Pidana Ekonomi:
a. Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai
pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang – undang
25Ibid, hal. 10
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b. Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
bertentangan dengan:
o Suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam Pasal 7 sub
a, b, dan c,
o Suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam Pasal 8,
o Suatu peraturan termaksud dalam Pasal 10,
o Suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman
tambahan / tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.
c. Pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain
menarik bagian – bagian kekayaan untuk dihindarkan dari:
o Tagihan – tagihan,
o Pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara,
yang dijatuhkan berdasarkan undang – undang,
o Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 3e.
3. Pelanggaran sesuatu ketentuan:
a. Dalam undang – undang lain,
b. Berdasarkan undang – undang lain.
Tindak Pidana Ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan
pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dari peraturan - perbuatan di
bidang ekonomi. Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak
termuat dalam UU TPE. Dalam arti luas, Tindak Pidana Ekonomi
didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar UU TPE yang bercorak
atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap
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kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Pengertian
Tindak Pidana Ekonomi secara luas bisa ditafsirkan sebagai perbuatan
seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan
ekonomi.26 Sedangkan B Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian
kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan dibidang keuangan
serta mempunyai sanksi pidana.27
2. Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi
Hukum pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus mempunyai
sifat-sifat khusus pula, alat-alat pengusut menurut PP No. 27 tahun 1983
adalah:28
 Penyidik (POLRI),
 Jaksa,
 Penyidik berwenang lainnya menurut ketentuan Undang-
undang,
 Pegawai polisi yang tidak dapat gaji, yang diangkat
sebagai polisi dengan mengingat peraturan yang akan
ditetapkan dengan verordening pemerintah, masing-
masing menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya
pada akte pengangkatan.
Dengan Demikian, maka pengusutan dalam hukum pidana
ekonomi dalam prakteknya dilakukan oleh:29
26Vervloet dan M Yusuf, 1959, Hukum Pidana dibidang Ekonomi. Alumni Bandung,
Bandung, Hlm 11.
27Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta,
Hlm 33.
28 Dilihat pada Pasal 17 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.
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 POLRI  biasanya  sebagai pembagian tugas oleh polisi
ekonomi. (dasarnya Pasal 6 KUHAP jo. Pasal 17 PP No.
27 tahun 1983 jo. UU N0. 13 tahun 1961 Pasal 2 ayat 2).
 Jaksa. Semua jaksa adalah alat pengusut untuk hukum
pidana ekonomi. (dasarnya Pasal 17 PP No. 27 tahun
1983 jo. UU pokok Kejaksaan RI Pasal 2 jo. 7,9 dan 10
UU no. 15 tahun 1961 jo. Pasal 17 ayat 1 Undang-undang
No. 7 Drt tahun 1955.
 Mereka yang mempunyai wewenang pengusutan khusus
berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955.
 Sebagai tambahan khusus untuk hukum pidana ekonomi
ialah mereka yang diangkat oleh Perdana Menteri (Pasal
17 ayat 1 Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955).
Pengusut dalam hal ini penyidik mempunyai wewenang menyita
atau menyuruh menyerahkan untuk disita barang-barang yang diduga
hasil dari Tindak Pidana Ekonomi. Hak istimewa bagi jaksa untuk
penyitaan ini adalah penyitaan untuk barang-barang tetap / tidak tetap
yang berwujud / tidak berwujud yang termasuk perusahaan terdakwa
hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan jaksa dan menunjukkan/
mengirim surat penyitaan kepada orang yang berhak. Penyidik juga
berhak memeriksa segala surat yang dianggap perlu diperiksa (Pasal 19
UU TPE) Hak masuk dalam setiap tempat untuk mengadakan
pemeriksaan/ penggeledahan dan membawa surat perintah penyitaan
akan tetapi jika jaksa yang melakukan penggeledahan maka jaksa bisa
menerobos masuk tanpa kemauan si penghuni, Hak mengambil barang-
barang yang berada di tempat umum, hak membuka bungkusan barang
contoh nya jika ada laporan bahwa dikantor pos telah tiba bungkusan
paket pos dari luar negeri yang diduga melangggar hukum pidana
29 Andi Hamza, Op.cit. hlm. 58.
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ekonomi maka pengusut / penyidik berhak meminta kepada kantor pos
untuk membuka bungkusan tersebut, hak menghentikan kendaraan dan
jika perlu memerintahkan membongkar muatan (Pasal 23 UU TPE.)
Setelah pengusut / penyidik melakukan sesuatu yang berkaitan
dengan proses penyidikan maka akan beralih ke proses penuntutan
sebagaimana semua delik, maka dalam delik Tindak Pidana Ekonomi
penuntutan berada di tangan jaksa. Ini sesuai dengan UU Kejaksaan
Pasal 2 ayat (1) b. Dalam hal ini lebih spesialis lagi bahwa hanya jaksa
ekonomi yang berwenang melakukan penuntutan. Hal ini sesuai dengan
UU TPE dan jaksa ekonomi diangkat oleh Jaksa Agung.
Jaksa ekonomi berbeda dengan tugas jaksa biasa hanya dalam
penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Adapun syarat untuk
diangkat menjadi jaksa ekonomi ialah harus jaksa terlebih dahulu dan
syarat ketentuan khusus belum ditentukan secara tegas, hanya menurut
UU TPE. Diisyaratkan adanya keahlian dalam soal-soal perekonomian
atau sekurang-kurangnya orang yang diberi tugas mengadili perkara
ekonomi.
Wewenang jaksa dalam penuntutan Tindak Pidana Ekonomi jika
ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan tersangka dan
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang
disangka telah dilanggar memerlukan tindakan dengan segera, maka
jaksa berwenang:
 Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan
tersangka dimana delik ekonomi telah dilakukan.
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 Penempatan perusahaan tersangka dimana delik ekonomi
disangka telah dilakukan dibawah pengampuan.
 Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah
atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada tersangka
berhubungan dengan perusahaan itu.
 Supaya tersangka berusaha barang-barang tersebut
dalam perintah yang dapat disita, dikumpulkan dan
disimpan ditempat yang ditunjuk dalam perintah itu (Pasal
27 Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955. Jo. Perpu No.
26 tahun 1960 jo. Perpu No. 1 tahun 1960).
Juga pengadilan karena jabatannya maupun atas tuntutan jaksa
berwenang memerintahkan sebelum pemeriksaan dimulai dimuka sidang
(Pasal 28 Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955. Jo. Perpu No. 26 tahun
1960 jo. Perpu No. 1 tahun 1960).
Peradilan in absensia adalah peradilan yang dilakukan/
dilaksanakan di luar kehadiran terdakwa, setelah prosedur pemanggilan
secara hukum dilakukan tetapi terdakwa tidak hadir. Pada dasarnya
KUHAP menentukan bahwa pemeriksaan di pengadilan harus dengan
hadirnya terdakwa. Dalam penjelasan Pasal 154 ayat (4) disebutkan
bahwa kehadiran disidang pengadilan adalah kewajibannya, bukan
merupakan haknya. Jadi terdakwa dapat dihadirkan secara paksa. Tindak
Pidana Ekonomi mengenal Peradilan in absentia diatur dalam Pasal 16
Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana
Ekonomi. Dalam Pasal itu disebutkan dua macam orang yang dapat
diadili secara in absentia, yaitu:30
30Andi Hamza. 1977. Hukum Pidana Ekonomi. Cet. Kedua. Jakarta: Erlangga. Hlm 48.
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1) Pasal 16 ayat (1): orang yang telah meninggal dan dengan alasan
yang cukup patut diduga telah melakukan Tindak Pidana Ekonomi
dapat dijatuhi pidana. Hal ini sama sekali berbeda dengan hukum
pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 77 KUHP dikatakan bahwa: Hak
menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh
meninggal dunia. Dalam Pasal ini terletak satu prinsip, bahwa
penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika
orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal
dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja.31
2) Pasal 16 ayat (6): orang yang tidak dikenal. Pada awalnya dalam
praktik peradilan terdapat dua penafsiran mengenai istilah “orang yang
tidak dikenal”. Penafsiran pertama diungkapkan dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya No. 43/1960 Pid. Ek. Dalam putusan itu
yang dimaksud “orang yang tidak dikenal” adalah sungguh-sungguh
orang yang tidak dikenal. Sementara penafsiran kedua sebagaimana
diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berbunyi:
“...... physik ada tetapi setelah dicari dengan perantaraan alat-alat
negara tidak terdapat di mana alamatnya yang setepat-tepatnya.” Dari
dua penafsiran tersebut akhirnya pembuat undang-undang mencoba
untuk menetapkan interpretasi resmi sebagaimana yang dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.
31R. Soesilo, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politelia, Bogor, Hlm 79.
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15 Tahun 1962 yang mengikuti penafsiran kedua, yaitu: Orang yang
tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak
diketahui tempat tinggalnya.32 Namun kiranya interpretasi resmi yang
ditetapkan pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk
diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat
formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna
meneliti identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan. Dalam
Pasal 143 ayat (2) sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) ditegaskan bahwa:
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal
dan ditandatangani serta berisi:
Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan
tersangka.
Berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, maka penuntut umum
dalam membuat surat dakwaan sebelumnya harus sudah dapat
memastikan, diantaranya nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal
dari tersangka. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan interpretasi resmi
terhadap istilah “orang yang tidak dikenal” sebagaimana yang dituangkan
dalam Perppu No. 15 Tahun 1962. Dalam interpretasi resmi tersebut
terdapat kekeliruan karena telah mengenyampingkan alamat atau tempat
tinggal dari tersangka. Oleh karena itu, kiranya akan lebih tepat apabila
istilah “orang yang tidak dikenal” itu ditafsirkan sebagai orang yang
identitasnya sebenarnya sudah jelas baik dari segi nama lengkap
32Andi Hamzah, Op.cit., Hlm 50.
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maupun alamat atau tempat tinggalnya, namun tidak hadir dalam
persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara
sah dan telah dicari dengan perantaraan alat-alat negara, akan tetapi
tetap tidak dapat diketemukan.
C. Tinjauan Umum tentang  Penuntutan Berdasarkan KUHP dan TPE
1. Gugurnya Penuntutan Menurut KUHP
Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya
dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam
persidangan dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan
kepadanya maka akan diputuskan bersalah untuk dapat dijatuhkan
pidana sesuai dengan ancaman aturan pidana yang dilanggar. Namun
demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena
terdapat hal-hal yang menurut hukum tidak selalu demikian adanya,
karena terdapat hal-hal yang menurut hukum hak untuk melakukan
penuntutan pidana menjadi gugur. Dasar aturan hak untuk melakukan
penuntutan pidana diadakan dengan maksud agar tercipta kepastian
hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau
tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana yang berujung
pada ketidakadilan.
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Didalam KUHP terdapat 4 hal yang dapat menggugurkan
penuntutan pidana, yaitu ne bis in idem, terdakwa meninggal dunia,
daluarsa dan penyelesaian perkara diluar pengadilan.33
Pasal 76 ayat (1) mengatakan kecuali dalam hal keputusan hakim
masih boleh diubah lagi, maka oleh tidak dapat dituntut sekali lagi
lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim indonesia,
yang keputusan tidak boleh diubah lagi ( Ne Bis In Idem). Berlakunya “
Ne Bis In Idem” itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang
itu juga mengenai peristiwa tertentu telah diambil keputusan oleh hakim
dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi. Putusan ini berisi:34
a) Penjatuhan hukuman (veroordeling). Dalam hal ini oleh hakim
diputusakan bahwa terdakwa telah melakukan peristiwa pidana
yang dituduhkan kepadanya.
b) Pembebasan dari penuntutan hukuman (ontslag van
rechtsvervolging). Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa
peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan
cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa
pidana atau terdakwa kedapatan tidak dapat dihukum karena tidak
dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu.
c) Putusan bebas (vrijspraak). Putusan ini berarti bahwa kesalahan
terdakwa atau peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup
bukti.
33Mahrus Ali, 2015, dasar-dasar Hukum Pidana, sinar grafika, Jakarta, hlm. 206
34R. Soesilo, loc.cit.
30
“Hak menuntut gugur (tidak berlaku lagi) lantaran si tertuduh
meninggal dunia”.35 Dalam Pasal ini terletak suatu prinsip bahwa
penuntutan hukuman harus ditunjukkan kepada diri pribadi seseorang.
Jika si tertuduh meninggal dunia maka tuntutan atas perintah itu habis
sampai demikian saja artinya tidak dapat dituntut lalu diserahkan kepada
ahli warisnya karena dalam pertangggung jawaban pidana bahwa siapa
yang melakukan dia yang akan bertanggung jawab sesuai dengan
adagium “Nemo punitur pro alieno delieno delicto”.36 Ketika terdakwa
meninggal dunia, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk
menggugurkan penuntutan pidana. Penjatuhan suatu pidana harus
ditujukan kepada pribadi yang melakukan pidana. Apabila orang yang
melakukan perbuatan pidana meninggal dunia, tidak ada lagi penuntutan
bagi perbuatan yang dilakukannya.37Jika orang itu meninggal dunia,
maka penuntutan pidana kepadanya menjadi gugur, atau dengan kata
lain, kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.
Latar belakang yang mendasari daluarsa sebagai alasan yang
menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan
daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat
bukti lenyap atau tidak memiliki nilai hukum pembuktian. Daya ingat
manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak
35Lihat Pasal 77 undang-undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab undang-undang Hukum
Pidana.
36Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cet. Kelima, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 433.
37Laden Marpaung, 2005, Asas-teori-praktek hukum pidana, cetakan kedua. Sinar
grafika, Jakarta, hlm 101.
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mampu untuk menggambarkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu.
Bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit
dipertanggung jawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.38
Pasal 78 KUHP menjelaskan hak menuntut hukuman juga gugur
(tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:
1. sudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi
kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan
percetakan.
2. Sudah lewat 6 tahun bagi kejahatan yang terancam
hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih
dari tiga tahun.
3. Sudah lewat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang
terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga
tahun.
4. Sudah lewat dua belas tahun bagi semua kejahatan yang
terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.
Pada Pasal ini mengatur tentang gugurnya hak penuntutan
hukuman karena lewat waktunya (daluarsa), yaitu hak untuk menuntut
seseorang dimuka hakim supaya dijatuhkan hukuman.
Ketentuan mengenai penyelesaian perkara diluar pengadilan
sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur dalam
Pasal 82 ayat (1) KUHP yang berbunyi :
“kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan
denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar
denda maksimum denda dan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa
pejabat yang ditunjuk itu oleh aturan-aturan umum, dan
dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”
38Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 2008, Hukum pidana Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 198.
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Ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP sering kali disebut lembaga
penebusan (afkoop) atau lembaga hukum perdamaian (schikking)sebagai
alasan yang menggugurkan penuntutan pidana hanya dimungkinkan
pada perkara tertentu, yaitu perkara pelanggaran yang hanya diancam
dengan pidana denda tertentu, yaitu perkara pelanggaran yang hanya
diancam dengan pidana denda secara tunggal, pembayaran denda harus
sebanyak maksimum ancaman pidana denda berserat biaya lain yang
harus dikeluarkan, atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang
terkena perampasan, dan harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa
sendiri yang sudah cukup umum.39
2. Hal-hal yang menggugurkan pelakasanaan pidana
Selain  terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan penunutan
pidana, KUHP juga mengatur mengenai hal-hal yang menggugurkan
pelakasanaan pidana. Terhadap orang-orang yang dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, orang
tersebut diwajibkan menjalankan atau melaksanakan hukuman atau
pidana yang dijatuhkan padanya. Namun demikian, dalam hal tertentu
pelaksanaan pidana yang harus dijalankan orang itu menjadi gugur.
Terdapat tiga hal yang mengugurkan pelaksanaan pidana yang
diatur di dalam KUHP.40 Pertama, terpidana meninggal dunia. Dalam
hukum pidana terdapat suatu doktrin yang menyatakan bahwa hukuman
39Ibid, hlm 201-202.
40 Leden Marpaung, Op.Cit. Hlm. 103.
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atau pidana dijatuhkan semata-mata kepada pribadi terpidana, karenanya
tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Pasal 83 KUHP
menyatakan bahwa kewenangan menjalankan atau melaksanakan
pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.
Gugurnya pelaksanaan pidana ketika terpidana meninggal tidak
hanya terbatas pada pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, tapi
termasuk juga pidana tambahan seperti perampasan barang, tetapi tidak
termasuk perintah untuk merusak barang atau menjadikan barang itu
tidak bisa digunakan lagi. Hal yang terakhir bukan merupakan pidana
melainkan tindakan yang dimiliki kepolisian untuk kepentingan
keamanan.
Kedua, daluarsa. Ketentuan mengenai daluarsa ini diatur didalam
Pasal 84 KUHP, yang berbunyi:
1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa;
2. Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua
tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana
percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-
kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa
bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga;
3. Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari
lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Wewenang menjalanakan pidana mati tidak mungkin daluarsa.
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Ketiga, grasi. Grasi adalah wewenang dari kepala Negara untuk
menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau
mengurangi pidana, atau menukar hukum pokok yang berat dengan
suatu pidana yang lebih ringan. Ketentuan mengenai grasi di atur di
dalam Pasal 14 Undang-undang dasar 1945. Secara historis grasi
merupakan hak raja, sehingga dianggap sebagai anugrah yang dimiliki
raja.
3. Dilanjutkan Penuntutan Ketika Terdakwa Meninggal Dunia
menurut TPE.
Peradilan in absentia dalam hukum pidana ekonomi (arti sempit)
diatur dalam Pasal 16 UU TPE. Dalam Pasal itu disebutkan dua macam
orang yang dapat diadili secara in absentia, yaitu:41
1. Pasal 16 ayat (1): orang yang telah meninggal dan dengan
alasan yang cukup patut diduga telah melakukan Tindak Pidana
Ekonomi dapat dijatuhi pidana. Hal ini sama sekali berbeda
dengan hukum pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 77
KUHP dikatakan bahwa: Hak menuntut hukuman gugur (tidak
laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia. Dalam Pasal ini
terletak satu prinsip, bahwa penuntutan hukuman itu harus
ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah
41A. Hamzah, op.cit. hlm. 48.
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melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan
atas peristiwa itu habis sampai demikian saja.
2. Pasal 16 ayat (6): orang yang tidak dikenal. Pada awalnya dalam
praktik peradilan terdapat dua penafsiran mengenai istilah “orang
yang tidak dikenal”. Penafsiran pertama diungkapkan dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 43/1960 Pid. Ek.
Dalam putusan itu yang dimaksud “orang yang tidak dikenal”
adalah sungguh-sungguh orang yang tidak dikenal. Sementara
penafsiran kedua sebagaimana diungkapkan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Malang yang berbunyi: “...... physik ada tetapi
setelah dicari dengan perantaraan alat-alat negara tidak terdapat
di mana alamatnya yang setepat-tepatnya.” Dari dua penafsiran
tersebut akhirnya pembuat undang-undang mencoba untuk
menetapkan interpretasi resmi sebagaimana yang dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) No. 15 Tahun 1962 yang mengikuti penafsiran kedua,
yaitu: Orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui
namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya. Namun
kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan pembuat undang-
undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktik
peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat formil yang harus
dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna meneliti identitas
terdakwa yang dihadapkan ke persidangan. Dalam Pasal 143
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ayat (2) sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) ditegaskan bahwa:
a. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi
tanggal dan ditandatangani serta berisi:
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan
pekerjaan tersangka.
Namun demikian timbul persoalan bahwa pada Pasal 16 UU TPE
mempersoalkan orang yang tidak dikenal dan orang yang meninggal
dunia, karena itu putusan badan tidak bisa dijatuhkan maka dengan
sendirinya vonis dijatuhkan secara in absensia, dan juga jenis pidana
yang dijatuhkan terbatas yaitu:
a. Memutuskan perampasan barang-barang yang disita.
b. Memutus tindakan tata tertib yang dapat diberatkan pada harta
orang meninggal itu.
Yang dimaksud tindakan  tata tertib disini adalah hukuman berupa
ganti kerugian yang diberatkan kepada harta terdakwa, akan tetapi ganti
kerugian merupakan rezim hukum perdata dan tidak diatur didalam
KUHP melainkan di atur Pasal 1365 KUHPerdata “tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.
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Demikian pula dalam Pasal-Pasal lainnya, diatur juga ganti
kerugian tersebut, antara lain Pasal 1367, 1370, 1371, 1372
KUHPerdata, Sebelum membahas  lebih jauh, maka terlebih dahulu
perlu kiranya diketahui apa sebenarnya pengertian dari  "perbuatan
melanggar hukum" (onrechtmatige daad) itu sebagaimana terdapat
dalam Pasal 1365 di atas, karena seperti dikatakan Subekti, SH
"Jawabnya pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum"42
Wirjono Prodjodikoro mengatakan …… bahwa perbuatan
itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca
keseimbangan dari masyarakat, Dan keguncangan ini tidak
hanya terdapat,  apabila peraturan-peraturan hukum dalam
suatu masyarakat dilanggar  (langsung), melainkan juga,
apabila peraturan-peraturan kesusilaan,  keagamaan dan
sopan-santun dalam masyarakat dilanggar (langsung). 43
Selanjutnya kita lihat pendirian daripada Pengadilan Tertinggi di
Negeri Belanda (Hooge Raad) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919
yang sangat terkenal dalam kasus COHEN lawan LINDENBAUM1, yang
pada pokoknya menafsirkan bahwa "perbuatan melawan hukum bukan
saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan  yang
bertentangan dengan undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau
tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan
kewajiban  hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan,
atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal;
memperhatikan kepentingan orang lain",  Subekti juga yang mensitir
mengenai putusan HR tanggal 31 Januari  1919, menulis  "onrechtmatig"
42Subekti, 1960, Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta, Hlm. 110.
43Wirjono Prodjodikoro, 1960, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung,
Hlm 12.
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tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi
juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus
diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda
orang lain".44 Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ini memang hanya
berlaku bagi warga negaranya yang tunduk pada Hukum Perdata Barat
saja, jadi tidak terhadap orang Indonesia asli yang tunduk pada Hukum
Adat, Tetapi Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini menyatakan :
Bagi orang-orang Indonesia asli tetap berlaku Hukum Adat
yang juga mengenal hakekat-hukum, seperti yang tercantum
dalam Pasal 1365 BW itu, yaitu bahwa orang yang secara
bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum dan
dengan itu merugikan orang lain, adalah ber-wajib memberi
ganti kerugian.45
Perbuatan melanggar hukum mengandung  pengertian yang luas,
bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum,
melainkan juga yang langsung melanggar norma-norma lain, seperti
kesusilaan, sopan-santun dan adat kebiasaan, jika dengan perbuatan  itu
ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, jika seseorang telah
melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti
kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan
mengganti kerugian. Dalam hubungan dengan perbuatan melanggar
hukum, maka hal tersebut selain dapat dilakukan oleh orang
perseorangan (bukan penguasa), dapat pula dilakukan oleh Penguasa.
44Subekti, Op.cit. Hlm 111.
45Wirjono Prodjodikoro, Op.cit. Hlm 16.
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Misalnya seorang Hakim (yang merupakan organ dari Pengadilan) dalam
melaksanakan tugasnya telah memutuskan suatu perkara secara
melanggar hukum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai "onrechtmatige
overheidsdaad". Sejalan dengan hal tersebut, maka berikut ini
diketengahkan pendapat dari Martiman Prodjohamidjojo sebagai berikut:
Sebagai mana pengertian tentang melanggar hukum telah
berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi, sesuai
dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri,
maka dapat disimpulkan bahwa, karena "ditangkap, ditahan,
dituntut  atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan kepada
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan", dapat digolongkan sebagai
perbuatan melawan hukum".46
Bagaimanapun juga seorang Hakim adalah juga manusia biasa
yang tidak luput dari kekhilafan, maupun kesalahan yang dapat
membawa akibat timbulnya kerugian bagi orang lain, Abdurrahman dan
Riduan Syahrani, mensitir pendapat J. Z. LOUDOE. sebagai berikut:
"...organ Pengadilan tersebut dapat pula melakukan perbuatan
melanggar hukum kalau ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 BW dan ketentuan yurisprudensi."
Dalam hubungan ini, siapakah yang harus mempertanggungjawabkan
perbuatan tersebut? Apakah Hakim bersangkutan, padahal dalam
melaksanakan tugasnya selalu mengatasnamakan Pengadilan, yang
dalam setiap awal putusannya berbunyi: Pengadilan  Negeri yang
46Martiman Prodjohamidjojo, 1982, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia,
Jakarta, Hlm 18.
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mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan
putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara .... dan seterusnya.
Dengan demikian jelaslah, bahwa Pengadilan di sini sebagai suatu
instansi yang harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi bagaimana
pendapat lain mengenai masalah ini? Berikut ini penulis kutipkan
pendapat dari  Subekti,
Menurut pendapat kami, tidak tepat untuk menuntut oknum
polisi, oknum Jaksa atau oknum hakim, karena mereka
menjalankan tugas sebagai alat negara. Yang bertanggung
jawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah
Negara. Bahwa oknum-oknum tersebut mungkin perlu
dikoreksi, itu terserah kepada Kejaksaan sebagai penuntut
umum atau pimpinan masing-masing instansi.47
Selanjutnya dalam tulisan yang sama Subekti mengatakan pula
sebagai berikut, "Dengan demikian apakah yang dipermasalahkan itu
kesalahan polisi, Jaksa ataukah hakim (Pengadilan), maka yang dituntut
adalah Negara, yang dapat digugat dimana raja dan diwakili oleh Jaksa".
D. TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA EKONOMI
1. Pembagian Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Tindak
Pidana Ekonomi
Pasal 2 UU TPE dapat diketahui kalau Tindak Pidana Ekonomi
dibagi menjadi:
1. Kejahatan
47Djoko Prakoso, 1987, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, Hlm
54.
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2. Pelanggaran
Adapun yang menjadi alasan mengapa sampai Tindak Pidana
Ekonomi juga diadakan pembagian seperti itu karena pada Pasal 2
dijelaskan bahwa:
a) KUHP mengadakan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran
b) Akibat yang berbeda antar kejahatan dan pelanggaran
Dengan adanya ketentuan yang terdapat didalam Pasal 103 KUHP,
maka akibatnya adalah Bab I sampai dengan Bab VIII buku I KUHAP
berlaku juga terhadap UU TPE sendiri menentukan lain.
Dari ketentuan tersebut kiranya sudah jelas kalau pembagian
Tindak Pidana Ekonomi menjadi kejahatan dan pelanggaran itu sangat
perlu, sebab beberapa akibat tertentu yang terdapat didalam KUHP
berlaku juga pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, misalnya saja
mengenai daluarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP) dan daluarsa
menjalani pidana (Pasal 84 KUHP).
Mengenai akibat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran
terhadap pembagian Tindak Pidana Ekonomi oleh pembuat Undang-
undang sama sekali tidak diterangkan. Jika seandainya akibat perbedaan
antara kejahatan dan pelanggaran itu adalah bersangkutan dengan
kekuasaan untuk mengadili suatu perkara Tindak Pidana Ekonomi48 ,
maka hal itu pun tidak tepat sebab yang mempunyai kekuasaan untuk
mengadili suatu perkara Tindak Pidana Ekonomi itu selalu harus
48R. Wiyono, 1983, Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia, alumni, Bandung,
Hlm. 16 dalam Suprapto, Hukum Pidana Ekonomi, hlm 28.
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pengadilan ekonomi (dalam tingkat pertama)49 dan pengadilan tinggi
(dalam tingkat banding)50.
Jadi menurut R. Wiyono  alasan yang tepat dari pembuat Undang-
undang untuk mengadakan pembagian Tindak Pidana Ekonomi menjadi
kejahatan dan pelanggaran adalah “sebab beberapa akibat tertentu yang
terdapat dalam KUHP misalnya mengenai daluarsa penuntutan pidana
dan daluarsa menjalani pidana”.51 Setelah dikemukakan sebab-sebab
dari pembuat Undang-undnag untuk mengadakan pembagian Tindak
Pidana Ekonomi menjadi kejahatan dan pelanggaran, maka sekarang
timbul pertanyaan apakah yang dijadikan ukuran atau dasar untuk
membedakan antara kejahatan dan pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi
menurut UU TPE .
Pasal 2 ayat (1) butir 1 menentukan “Tindak Pidana Ekonomi
tersebut dalam Pasal 1 butir 1 adalah kejahatan atau pelanggaran
sekedar tindak itu menurut ketentuan apakah Tindak Pidana Ekonomi
seperti yang termasuk pada Pasal 1 butir 1 dan butir 3 adalah kejahatan
atau pelanggaran ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
termasuk Pasal 1 butir 1 dan butir 3 itu sendiri”.
Mengenai Pasal 2 ayat (1) kalimat ke-2 yang menyatakan: “ Tindak
Pidana Ekonomi lainnya, yang tersebut dalam Pasal 1 butir 1 adalah
kejahatan apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak pidana
49Lihat Pasal 35 Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
50Lihat Pasal 41 Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
51R. Wiyono, op.cit . Hlm. 16
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itu dilakukan dengan tidak sengaja maka itu merupakan pelanggaran”.
Maka yang menjadi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan Tindak
Pidana Ekonomi lainnya?
Dengan mengikuti penafsiran kalimat “Tindak Pidana Ekonomi
lainnya” dalam Pasal 2 ayat (1) butir 2 dan untuk ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 2 ayat (3) yang menentukan “ Tindak Pidana Ekonomi dalam
Pasal 1 butir 3 adalah kejahatan apabila tindak pidana itu mengandung
unsur sengaja”, lalu yang menjadi ukuran atau dasar apakah tindak
pidana yang termasuk pada Pasal 2 ayat (1) butir 1 tidak disebutkan
kejahatan atau pelanggaran dan Tindak Pidana Ekonomi yang termasuk
Pasal 2 ayat (3) selain telah ditentukan sendiri oleh peraturan perundang-
undangan seperti yang termasuk dalam Pasal 1 butir 3 adalah terletak
pada bentuk kesalahan dari orang yang melakukan Tindak Pidana
Ekonomi tersebut. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja maka
tindak pidana itu adalah kejahatan tetapi jika tindak pidana itu dilakukan
dengan tidak sengaja maka Tindak Pidana Ekonomi itu adalah
pelanggaran.
2. Jenis Pidana dan Tindakan Dalam Tindak Pidana Ekonomi
Sanksi-sanksi yang dimuat dalam UU NO. 7/Drt/1955
diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis hukuman yakni:52
A. Hukuman pokok
52 Soerapto, 2001, hukum pidana ekonomi, widjaja, jakarta, hlm 91.
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Hukuman pokok tersebut dimuat pada Pasal 6 UU no 7/Drt/ 1955
yang menurut penjelasan resmi dijelaskan antara lain sebagai berikut:
hukuman pokok sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam
KUHP (ps. 10 KUHP) akan tetapi maksimum pokok itu adalah lebih berat.
Hukuman pokok ini telah mengalami perubahan-perubahan, antara lain:
 berdasarkan Pasal 11, Pasal 6 ayat i sub a kata-kata lima ratus ribu
diubah menjadi satu juta,
 berdasarkan UU No 21/Prp/1959 yang memuat sanksi antara lain
sebagai berikut: denda 30 kali (30 juta), jika menimbulkan
kekacauan ekonomi dalam masyrakat, sanksi : hukuman mati atau
20 tahun penjara.
Dalam hal ini penjelasan resmi UU No 21/Prp/1959, antara lain
memuat: “menurut UU TPE ada kemungkinan untuk hakim memilih
antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua sanksi
tersebut, menurut peraturan pemerintah pengganti UU ini hakim harus
menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut.
B. Hukuman tambahan
Hukum tambahan dimuat dalam Pasal 7 UU 7/DRT/1955, antara
lain sebagai berikut:
1. Hak-hak yang dimuat pada Pasal 35 KUHP, antara lain:
menjabat segala jabatan tertentu, masuk TNI, memilih dan boleh
memilih, menjadi penasehat atau wali, kekuasaan bapak,
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perwalian, dan pengampunan atas anaknya sendiri, melakukan
pekerjaaan tertentu
2. Penutupan perusahaan si terhukum, penjelasan resmi pada
Pasal 7 UU no 7/Drt/1955 yang berbunyi: “…….adalah suatu
hukuman yang tepat bagi mereka yang berpendapat bahwa
melakukan suatu Tindak Pidana Ekonomi adalah
normal……..pada hemat mereka resiko perusahaan
biasa,………”
penerapan tentang penutupan tentang perusahaan, agar
diperhatikan penjelasan Pasal 7 tersebut:
1. Perampasan barang-barang tak tetap dan yang tidak berwujud
mengenai perampasan barang-barang, dikelaskan secara rinci pada
penjelasan resmi Pasal 7 UU No 7/Drt/1955, antara lain sebagai
berikut: “……..perampasan dapat dilakukan pada segala kejahatan
ekonomi……….. lagipula perampasan itu tidak dibatasi sampai
“benda” yakni barang bergerak yang berwujud, akan tetapi dapat
dilakukan juga terhadap barang yang bergerak dan yang tak
bergerak…………….”
2. Hukuman tata tertib
Sanksi untuk meniadakan laba dimuat di Pasal 7 ayat (1) sub e yang
rumusannya antara lain sebagai berikut: “ pencabutan seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian
keuangan tertentu,…….”
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jika diteliti Pasal-Pasal tersebut maka pada dasarnya tindakan tata
tertib adalah sebagai berikut:
 Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu
mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan
keuntungan menurut lokasi,
 Mewajibkan mengerjakan sesuatu atau mengadakan suatu jenis
pidana tindakan tata tertib ini pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan
secara tersendiri, bersifat accesoir yang berarti tergantung ada
tidaknya pidana pokok. Hal ini dikecualikan dalam hal apabila
pesakitan dianggap tidak mampu bertanggungjawab secara hukum
pidana. Dalam hal yang demikian, akan dimungkinkan tindakan tata
tertib dijatuhkan tersendiri tanpa pidana.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan
analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan
diolah.53
A. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi penelitian di
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan lokasi penelitian
di beberapa perpustakaan terlebih di perpustakaan Universitas
Hasanuddin.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif adalah penelitian dengan memaparkan secara
lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang
diteliti dalam perundang-undangan yang menelaah peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembentukan
perundang-undangan (law making process) khususnya dalam
53Sarjono sukanto dan Sri Mamudji.Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo Persada.
Jakarta. 2014. hlm. 1.
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mengajukan  rancangan undang-undang.54 Maka jenis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data
yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber
yang telah ada, berupa:55
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
dan terdiri dari :
a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945.
b. Peraturan dasar:
i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
ii. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat
c. Peraturan Perundang-undangan:
i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf
ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan setaraf
iii. Keputusan Presiden dan peraturan setaraf
iv. Keputusan Menteri dan peraturan setaraf
v. Peraturan-peraturan Daerah
d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
e. Yurisprudensi
f. Traktat
54Muh. Abdul Kadir. 2004.Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung. hlm. 101.
55Sarjono sukanto dan Sri Mamudji. Op.Cit., hlm. 13.
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g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih
berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang
merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat
tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht)
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,hasil-hasil
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya
adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.
C. Metode  Pengumpulan Data
Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu
mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan  menganalisa data
untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data
tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan
sekunder.
2. Identifikasi data yang diperlukan.
3. Inventarisasi data yang relevan  dengan rumusan masalah.
D. Analisa Data
Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang
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telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang
jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang
dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti Kerugian Bagi
Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Ekonomi
1. Alas Hukum Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti Kerugian
Dalam Tindak Pidana Ekonomi
Didalam hukum pidana mengenal adanya criminal justice system
yang didalam proses penuntutan jaksa penuntut umum pada saat
menuntut seorang terdakwa dan membuat surat tuntutan (P-42) harus
berdasarkan fakta persidangan dan pasal 10 KUHP mengenai hukuman.
Akan tetapi didalam Tindak Pidana Ekonomi terdapat aturan apabila
terdakwa meninggal dunia dalam tahap penuntutan maka penuntutan
tetap dilakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b UU
TPE yang berbunyi “jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa
seorang yang meninggal dunia sebelum atas perkaranya ada putusan
yang tak dapat  diubah lagi telah melakukan Tindak Pidana Ekonomi
maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan
dapat memutus perampasan barang-barang yang telah disita dan
memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada Pasal 8 sub c
dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang
meninggal dunia”. Pasal 8 c dan d berbunyi: 56
56 Lihat Pasal 8 huruf c dan d Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1955 tentang tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
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c. Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai
pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh
dari suatu tindak pidana atau dari tindak pidana- tindak
pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa
tindak pidana itu dilakukan oleh siterhukum.
d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan
melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat
satu sama lain, semua atas biaya si-terhukum, sekadar
hakim tidak menentukan lain.
Di dalam nomenklatur Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c
dan d tidak secara eksplisit menuliskan adanya ganti kerugian akan
tetapi dalam hukum mengenal adanya penafsiran Gramatikal yaitu Cara
penafsiran pada bunyi ketentuan undang-undang dengan patokan pada
arti kata-kata, kalimat dan bahasanya dalam hubungannya satu dengan
lainnya yang di pergunakan dalam undang-undang. Dalam hal ini yang
dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, menurut tata bahasa
atau kebiasaan semata, yaitu arti dalam penggunaan sehari-hari.57
Bahwa dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud pasal 8 hurub c dan d
adalah ganti kerugian.
Sanksi terhadap pelanggaran Hukum Pidana Ekonomi menganut
sistem sanksi pidana dan tindakan tata tertib. Sistem ini dikenal dengan
istilah double track system.58 Sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok
dan pidana tambahan dan dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai
hukuman tambahan.
57 Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 123.
58 Andi Hamzah, 1991, Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Rineka Cipta, Jakarta,
hlm. 25.
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Walaupun didalam Hukum positif Indonesia pada Pasal 10 KUHP,
hanya mengenal 2 jenis hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman
tambahan yang mana jika terdakwa meninggal dunia pada saat tingkatan
penuntutan maka terdakwa tidak bisa dikenakan hukuman badan yang
ada di hukuman pokok melainkan hukuman tambahan atau tata tertib
seperti halnya tertual di dalam UU TPE.
2. Kedudukan Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti Kerugian
Bagi Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana
Ekonomi
a. Model penuntutan dalam Tindak Pidana Ekonomi saat
terdakwa meninggal dunia
Peradilan pidana adalah sebuah sistem karena dalam peradilan
pidana terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai
wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang
berlaku. Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dikenal ada 3
pendekatan yaitu normatif, administratif, sosial.59
Dalam criminal justice system aparat penegak hukum harus saling
bersinergi dari tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di
pengadilan. Pada saat proses penyidikan jika tersangka meninggal dunia
maka perkara dianggap tidak pernah ada atau di alihkan perkara tersebut
59Yesmil Anwar dan Adang, 2011, Sistem Peradilan pidana (konsep, kompenen &
pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran,
Bandung, Hlm 123.
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ke hukum privat itu tergantung pada tindak pidana tertentu yang diatur
oleh Undang-undang. Akan tetapi pada Tindak Pidana Ekonomi jika
terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan maka akan tetap
dilakukannya penuntutan karena dalam Tindak Pidana Ekonomi
menyangkut perekonomian Negara dan keuangan Negara.
Keunikan dari Tindak Pidana Ekonomi ini adalah diperbolehkannya
peradilan in absensia yang dilakukan/dilaksanakan diluar kehadiran
terdakwa. Pada dasarnya KUHAP menentukan bahwa pemeriksaan di
pengadilan harus dengan hadirnya terdakwa. Dalam penjelasan Pasal
154 ayat (4) disebutkan bahwa kehadiran terdakwa disidang pengadilan
adalah merupakan kewajiban, bukan merupakan haknya jadi terdakwa
dapat dihadirkan secara paksa.
Kehadiran terdakwa didepan pengadilan bukan hanya untuk
memenuhi hak-hak terdakwa tetapi juga untuk mewujudkan prinsip due
process of law (proses hukum yang baik) yang mana diberlakukan apa
yang dinamakan dengan “Presumption Of Inocence”. Prinsip due process
of law dilandasi oleh pemikiran apa yang disebut dengan “Adversary
Model”60 yang berisikan sebagai berikut:
1. Prosedur peradilan pidana merupakan suatu sengketa
(disputes) antar kedua belah pihak antar terdakwa dan
penuntut umum dalam kedudukan yang sama dimuka
pengadilan.
2. Tujuan utama dari prosedur peradilan pidana adalah
penyelesaian sengketa yang timbul disebabkan kejahatan.
60Djisman Samosir, 1987, Fungsi Pemidaaan Penjara Dalam Sistem Pemidanaan
Indonesia, Remedja Karya, Bandung, Hlm. 82-83.
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3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pertanyaan
(pleadings) dan adanya lembaga jaminan bukan
merupakan keharusan, melainkan merupakan hal yang
sangat penting.
4. Peran penuntut umum adalah melakukan penuntutan,
sedangkan peranan tertuduh menolak atau menyanggah
tuduhan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta
yang mana saja akan dibuktikan disertai bukti yang
menunjang fakta tersebut, dan tertuduh adalah sebaliknya
menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan
dipersidangan yang akan menggantungkan kedudukannya
dengan mengeyampingkan bukti-bukti lain sebagai
penunjang fakta yang dimaksud.
Prinsip due process of law harus dipegang teguh dalam penegakan
hukum pidana karena prinsip inilah merupakan salah satu ciri dari Negara
hukum61. Sedangkan UU TPE mengenai peradilan In Absensia dapat
dilihat pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 UU TPE yaitu
sebagai berikut:
(1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa
seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas
perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi,
telah melakukan tindak-pidana ekonomi, maka hakim --
atas tuntutan penuntut umum -- dengan putusan
pengadilan dapat :
a. memutus perampasan barang-barang yang telah
disita. Dalam hal itu Pasal 10 undang-undang
darurat ini berlaku sepadan.
b. memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut
pada Pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan
memberatkannya pada harta orang yang
meninggal dunia itu.
Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 77 KUHP yang mengatakan
bahwa tuntutan gugur bila terdakwa meninggal dunia .dengan demikian
Pasal 77 KUHP menentukan bahwa peradilan harus dihadiri terdakwa.
61 Yesmil Anwar & Adang, Op.cit., Hlm. 43.
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Pasal 16 UU TPE mengandung pengertian bahwa orang yang sudah
meninggal dunia dapat dihukum. 62
Oleh sebab itu model penuntutan dalam Tindak Pidana Ekonomi
ketika terdakwa meninggal dunia seperti bagan di bawah ini:
.........................
Meskipun Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP menjelaskan tentang
pidana konvensional dalam hal ini terdapat 2 jenis pidana yakni terdiri
dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana
denda, dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan putusan hakim)
Tapi dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 dan 27 UU TPE pidana non
konvensional. Pasal 6 dalam pasal ini ditentukan hukuman dan tindakan
62 R. Wiyono, op.cit . Hlm. 86
GUGURNYA
PENUNTUTAN
DILANJUTKANNYA
PENUNTUTAN
PERAMPASAN
BARANG-BARANG
GANTI KERUGIAN PERAMPASAN
BARANG & GANTI
KERUGIAN
TERDAKWA MENINGGAL DUNIA
?
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tata tertib yang pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana
ekonomi. Ayat 1 dan 2 mengatur hukuman pidana pokok sedang dalam
ayat 3 disebut hukuman tambahan dan tindakan tata tertib yang
perinciannya diatur dalam pasal-pasal yang berikut. Hukuman pokok
adalah sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (pasal 10 KUHP) akan tetapi maksimum hukuman
pokok itu adalah lebih berat daripada yang lazim dipergunakan.
Sesuai dengan bagan diatas bahwa tetap dilanjutkannya
penuntutan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b maka terdakwa
yang meninggal dunia tidak di jatuhkan pidana badan yang terdapat
pada pidana pokok melainkan akan dikenakan pidana tambahan berupa
perampasan barang yang diduga berasal dari tindak pidana dan tindakan
tata tertib yaitu ganti kerugian sesuai maksud dari pasal 8 huruf c dan d.
b. Kedudukan Hukum Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti
Kerugian Ketika Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak
Pidana Ekonomi
Didalam hukum pidana mengenal tindak pidana umum dan tindak
pidana khusus, salah satu contoh tindak pidana khusus adalah Tindak
Pidana Ekonomi karena aparat penegak hukum dan pengadilannya
adalah khusus untuk Tindak Pidana Ekonomi. Misalnya Jaksanya harus
Jaksa ekonomi, Paniteranya harus panitera ekonomi dan hakim harus
hakim ekonomi demikian juga pengadilannya harus pengadilan ekonomi
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Dikarenakan Tindak Pidana Ekonomi merupakan tindak pidana
khusus, maka dalam hal terdakwa meninggal dunia tetap dilanjutkannya
penuntutan walaupun di dalam KUHP menyebutkan bahwa jika terdakwa
meninggal dunia maka gugurlah hak menuntut. Dilanjutkannya penututan
dalam Tindak Pidana Ekonomi hanya dengan perampasan barang-
barang yang diduga hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh
terdakwa dan tindakan tata tertib berupa ganti kerugian. Di dalam Pasal
10 KUHP mengenal sanksi hukuman berupa pidana pokok dan pidana
tambahan yang mana pada pidana tambahan hanya mengenal adanya
perampasan barang-barang terdakwa akan tetapi didalam Pasal tersebut
tidak mengenal adanya ganti kerugian.
Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum
dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama
atau kepercayaan, norma sopan santun.63 Dengan sanksilah maka dapat
dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana
dikatakan oleh Hans Kelsen berikut, bahwa 64
Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah :
hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan
norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan
memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial
kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral
merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi
semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan
63 Zainuddin Ali, 2008, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 76.
64Hans Kelsen, 1978, Pure Theory of Law. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien.
2007, Teori Hukum Murni. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia & Nuansa,
Bandung, Hlm. 132.
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atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan
terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan
tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.
Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur
perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut ”moral” dan
disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskannya
disebut ”etika”. Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan
moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan
dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif.
Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila
keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi
kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya
terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berprilaku dengan cara
tertentu.
Didalam Tindak Pidana Ekonomi Undang – undang no.7 Drt tahun
1955, tidak adanya singkroniasi antara hukum perdata dan hukum
pidana, hal ini terdapat pada Pasal 16 ayat (1) undang – undang Tindak
Pidana Ekonomi ini merumuskan:
”jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang
yang meninggal dunia, sebelum atau perkaranya ada
putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan Tindak
Pidana Ekonomi maka hakim atas tuntutan penuntut umum
dengan putusan pengadilan dapat:
a) memutus perampasan barang – barang yang telah disita.
Dalam hal itu Pasal 10 undang – undang darurat ini
berlaku sepadan;
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b) memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada
Pasal 8 sub c dan dilakukan dengan memberatkannya
pada harta orang yang meninggal dunia itu.”
tindakan tata tertib yang disebut pada Pasal 8 huruf c dan d ialah berupa:
c. Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai
pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh
dari suatu tindak pidana atau dari tindak pidana- tindak
pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa
tindak pidana itu dilakukan oleh siterhukum.
d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan
melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat
satu sama lain, semua atas biaya si-terhukum, sekadar
hakim tidak menentukan lain.
Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 8 huruf c dan d
UU TPE sudah jelas bahwa jika terdakwa meninggal dunia dalam
tahapan penuntutan maka hakim akan merampas barang sitaan dan
mengenakan hukuman tata tertib berupa ganti kerugian kepada harta
terdakwa. Didalam hukum positif Indonesia khususnya hukum pidana
pada Pasal 10 KUHP menyebutkan :
Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:
1. hukuman mati,
2. hukuman penjara,
3. hukuman kurungan,
4. hukuman denda.
Yang termasuk hukuman tambahan yaitu:
1. pencabutan beberapa hak tertentu,
2. perampasan barang yang tertentu,
3. pengumuman keputusan hakim.
Didalam hukum pidana memang mengenal ganti kerugian akan
tetapi ganti kerugian yang dimaksud dalam hukum pidana tertuang dalam
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KUHAP “Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat
memenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang
karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang ini.”65 Beda halnya ganti kerugian yang dimaksud dalam Tindak
Pidana Ekonomi yang merupakan ganti kerugian melawan hukum yang
melakukan apa yang dilalaikan sesuai pasal 8 huruf c dan d.
Kemudian ganti kerugian tersebut merupakan rezim dari hukum
private atau hukum perdata. Didalam hukum perdata ganti kerugian diatur
didalam Pasal 1365 KUHPerdata “tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 Mei 1970
Nomor 59 K/Kr/1969, Mahkamah Agung menegaskan bahwa “menambah
jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak
dibenarkan.”66 Ketentuan penjelasan terhadap masing-masing stelsel
pidana tersebut dijabarkan dalam Pasal-pasal lebih lanjut dalam Buku I,
Bab II KUHP. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal
26 september 1970 Nomor 74 K/Kr/1969, mahkamah agung berpendapat
65Lihat Pasal 1 butir 22 Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana.
66Lihat Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 Mei 1970 Nomor 59 K/Kr/1969.
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“ Pengadilan negeri sebagai hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan
putusan selain yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP.”67
Menurut Sulis Setyowati68 bahwa pada prinsipnya hukum pidana
ekonomi merupakan cabang hukum pidana khusus yang ditandai dengan
adanya norma hukum formil dan meteril tersendiri yang tidak di ataur
dalam KUHP. Kedudukan hukum pidana ekonomi setara dengan hukum
tindak pidana khusus lainnya, seperi tindak pidana korupsi, tindak pidana
narkotika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang diatur diluar
dari rumusan KUHP. Tindak Pidana Ekonomi (Hukum Pidana Ekonomi)
mempunyai kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan pidana
khusus yang lain. Menurut Andi Hamzah kekhususan Hukum Pidana
Ekonomi yang dimaksud adalah69:
1. Peraturan Hukum Pidana Ekonomi bersifat elastis,
mudah berubah-ubah;
2. Perluasan subyek hukum pidana (pemidanaan badan
hukum);
3. Peradilan in absentia; peradilan in absentia berlaku
terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan
terhadap orang yang tidak dikenal.
4. Percobaan dan membantu melakukan pada delik
ekonomi.
5. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan
pelanggaran.
6. Perluasan berlakunya hukum pidana.
7. Penyelesaian di luar acara (schikking).
8. Perkara Tindak Pidana Ekonomi diperiksa dan diadili di
Pengadilan Ekonomi. Berarti pengadilannya khusus
Pengadilan Ekonomi. Perlu diketahui bahwa sampai
sekarang, belum ada Pengadilan Ekonomi secara fisik
67 Lihat Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 september 1970 Nomor 74 K/Kr/1969.
68 Sulis Setyowati, dalam Hukum Pidana Khusus diakses melalui:
https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/,diakses pada tanggal 27
Desember 2016, Pukul 22.04 WITA, Makassar.
69 Andi Hamzah, Op.cit. hlm 87.
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akan tetapi fungsinya tetap ada sesuai dengan ketentuan
Pasal 35 ayat (1) UU Drt. No 7 Tahun 1955, bahwa pada
tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang Hakim
atau lebih dibantu oleh seorang Panitera atau lebih dan
seorang Jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas
untuk mengadili perkara Tindak Pidana Ekonomi.
Menurut Ps. 35 ayat (2) Pengadilan tersebut adalah
Pengadilan Ekonomi.
9. Hakim, Jaksa dan Panitera adalah Hakim, Jaksa dan
Panitera yang diberi tugas khusus untuk memeriksa dan
mengadili perkara Tindak Pidana Ekonomi, berarti bukan
Hakim, Jaksa dan Panitera umum.
10. Hakim, Jaksa dan Panitera pada Pengadilan Ekonomi
dapat dipekerjakan lebih dari satu Pengadilan Ekonomi.
dan
11. Pengadilan Ekonomi dapat bersidang di luar tempat
kedudukan Pengadilan Ekonomi.
Salah satu keunikan dari Tindak Pidana Ekonomi adalah peradilan
in absentia yang terdapat dalam Pasal 16 UU TPE, namun perlu dicatat
bahwa dengan hadirnya peradilan in absentia dalam Tindak Pidana
Ekonomi akan mengorganisir dan mengontrol bagi para prakarsa
koorporasi-koorporasi yang dijalankan oleh pemerintah (seperti BUMN-
BUMN) yang dilindungi dan diprakarsai oleh warga negara untuk tetap
berada dalam rule yang ditentukan. Sebab, peradilan in absentia dalam
Tindak Pidana Ekonomi akan membuat para penggerak koorporasi aka
berpikir panjang ketika hendak melakukan kejahatan dan pelanggaran di
bidang Tindak Pidana Ekonomi karena dalam Tindak Pidana Ekonomi
tidak di kenal adanya gugurnya penuntutan meskipun pelaku atau
terdakwa telah meninggal dunia. Kartin S. Hulukati menyebutkan bahwa
kejahatan sebagai produk social oleh beraneka ragam factor diantaranya
factor ekonomilah yang memiliki  peranan utama.Sekalipun dalam
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peradilan in absentia dalam Tindak Pidana Ekonomi sedikit mengusik
praduga tidak bersalah, namun demi kepentingan dan perekonomian
negara untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak, maka
negara dapat melakukan tindakan monopoli kekuasaan.70
Kejahatan maupun pelanggaran dalam Tindak Pidana Ekonomi
dapat memengaruhi kestabilan perekonomian dan keuangan negara, jika
hanya didiamkan dan tidak diselesaikan dengan tuntas. Misalnya Tindak
Pidana Ekonomi yang terjadi pada bidang  perbankan, perpajakan,
pelayaran dan sebagainya. Keseluruhan Tindak Pidana Ekonomi
tersebut, akan  menghambat proses pembangunan jika tidak dilakukan
penindakan sampai ke akar-akarnya. Negara akan mengalami kerugian
yang signifikan dibidang fiscal dan moneter jika hasil daripada Tindak
Pidana Ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum tidak kembalikan
kepada penguasan dan pengelolaan negara.
Secara filosofis negara akan kehilangan intergralitas dan kuasanya
sebagai suatu organisasi kekuasan tertinggi jika, ia tidak diberikan
semacam ruang gerak untuk mengembalikan dan merampas dari apa
yang telah direbut darinya secara ilegal dalam hal ini asset negara yang
diperoleh oleh seseorang dengan melakukan tindak pidan ekonomi.
Melalui lembaga organ yang merupakan perpanjangan tangan dari
negara, negara dapat memaksanakan kehendak demi kepentingan dan
kemakmuran bersama. Dalam hal ini, segala bentuk yang dapat
70Kartin S. Hulukati, 2003. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi dengan
Undang-undang Drt 7 tahun 1955. Tesis, Program Magester, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 16.
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menghambat integralitas kekuasaan negara untuk melaksanakan tujuan
demi memakmurkan rakyatnya,harus ditepis dan dieliminasi serta segala
bentuk aktivitas yang menghambat perekonomian negara dan merugikan
keuangan negara haruslah diusut secara tuntas.
Sebab, keuangan negera memiliki kedudukan yang paling esensial
dalam menentukan pelaksanaan segala aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara. Keuangan negara menurut definisi Van der Kemp adalah
semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala
sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik
negara berhubungan dengan hakhak tersebut.71 Sedangkan menurut
Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan
negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja
atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang
pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisieni.72
Terlepas dari uraian tersebut diatas, maka penuntutan yang tetap
dilakukan dalam Tindak Pidana Ekonomi walupun terdakwa telah
meninggal dunia, merupakan konsekuensi logis untuk mengembalikan
asset negara yang dirampas oleh terdakwa. Hal ini tentu wajar,
sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa asset negara misalnya
berupa uang atau kas negara merupakan penunjang dalam menjalankan
roda kehidupan berbangsa .
71Nia K. Winayanti, 2015, Pengertian Keuangan Negara, PT Gramedia, Jakarta, Hlm 3.
72Otto Ekstein, 1981, Keuangan Negara, Bina Aksana, Jakarta,  Hlm 45.
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B. Implikasi Hukum Dilanjutkannya Penuntutan Dengan Tuntutan
Ganti Kerugian Ketika Terdakwa Meninggal  Dunia Dalam
Tindak Pidana Ekonomi
Jika melakukan pengkajian yang paling mendasar dapat ditemukan
sebuah benang merah bahwa ilmu hukum merupakan bagian dari sub
sistem ilmu yang menekankan dari segi aspek etika dan moralitas. Ilmu
hukum dapat dikategorikan sebagai ilmu karena dalam ilmu hukum dapat
eksis dengan tiga kajian fundamental yakni73, hukum dapat mengcakup
kajian ontologis, memiliki metode dan system ilmiah yang jelas
(epistemology), serta memiliki  nilai manfaat  bagi kemaslahatan ummat
(aksiologi). Inilah kemudian, yang membuat hukum tetap dipandang
sebagai bagian daripada sub-sistem ilmu.
Lebih lanjut, pada prinsipnya untuk dapat dikatakan sebagai ilmu,
maka berdasarkan kajian literature yang ada, maka ilmu tersebut harus
memiliki nilai-nilai kebenaran. Begitupula dengan ilmu hukum haruslah
memiliki dasar dan pijakan nilai kebenaran yang telah difalsifikasi secara
ilmiah. Untuk dapat melihat kajian nilai kebenaran dalam ilmu hukum,
maka tentu ilmu hukum sebagai bagian dari pada ilmu yang memiliki
karasteristik tersendiri daripada ilmu-ilmu lainnya (suis genelis) memiliki
metode tersendiri dalam mencapai sebuah kebenaran yang ilmiah.
Jika penulis tarik lebih konkret lagi pada tataran positivis, maka
hukum yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan melalaui produk norma
73 Herman Bakhir, 2009, Filsafat Hukum, PT. Refika Aditama: Bandung, Hlm. 42.
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hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Etika dan
moralitas yang dinilai ideal kemudian diejahwantahkan ke dalam produk
hukum tertulis.
Dalam hal ini, perlu penulis tegaskan bahwa tidak selamanya apa
yang tertuang dalam produk hukum berupa peraturan perundang-
undangan memiliki nilai kebenaran yang mendekati sempurna. Ada
kalanya produk hukum tertulis justru menampakkan berbagai benturan-
benturan norma satu sama lain yang tak terhindarkan yang justru
menampilkan potret yang jauh dari aspek kebenaran ilmiah, seperti
penggabungan norma-norma hukum yang tidak koherensi, tidak
konsisten dan tidak harmonis satu sama lain.
Maka dari itu, aspek epestimologi dalam hukum yang berupa
metode ilmiah perlu menjadi penuntun untuk menimalisir adanya
benturan-benturan norma hukum tertulis (undang-undang) satu sama
lain, guna meniliti kebenaran ilmiah dalam penerapan peraturan
perundang-undangan. Dengan pengkajian demikian, maka nilai
kebenaran dalam bentuk peraturan perundang-undangan akan
menampakkan sebauah nilai norma yang ideal.
Menurut MacCormick berpandangan bahwa jika suatu peraturan
perundang undangan ingin mempunyai norma yang ideal maka harus
memperhatikan 3 elemen penting yaitu:74
1. Koherensi;
74Romi Librayanto. 2016. “ penerapan norma Ideal dalam Undang-undang Pendidikan”,
Disertasi. Program Doktor. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm 111.
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2. Konsistensi; dan
3. Konsekuensi.
Dari ketiga elemen ini maka penulis akan mengkaji koherensi,
konsistensi dan tambah sinkronisasi yang akan jadikan sebagai pijakan
pisau analisis untuk mengupas tuntas apakah relevan untuk
mengkombinasikan sanksi ganti kerugian yang merupakan rezim hukum
perdata ke dalam dalam Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU TPE dan pasal 8 huruf c dan
d. Juga penulis akan mengantar untuk melihat sejauh mana impikasinya
terhadap dilanjutkannya penuntutan dengan tuntutan ganti kerugian bagi
terdakwa meninggal dunia dalam tindak pidana ekonomi. Yang mana
ganti kerugian merupakan sanksi dalam hukum perdata.
1. Koherensi
Di satu sisi hukum dipandang hitam putih, berarti kebenran itu
hanya satu yaitu berdasarkan pada kesesuaian norma hukum dengan
peristiwa hukum. Jika demikian halnya maka hukum yang dilihat pada
aspek kepastian yaitu kesesuaian legalitas dengan fakta-fakta hukum. Di
sisi yang lain para ilmuan hukum memahami hukum itu dari berbagai
sudut, ada yang melihat dari sudut filsafat, ada dari sudut sejarah, ada
dari sudut antropolgi, ada dari sudut politik bahkan ada dari sudut
psikologi. Hal ini berarti kebanaran hukum itu sangat veriatif. Jika ia maka
kebenaran hukum itu hanya terletak pada penegak hukum.
69
Telah disadari dalam penegakan hukum diharapkan agar penegak
hukum terutama para hakim dalam hal menjutuhkan satu putusan harus
memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut
teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan
sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara
putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah
kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan
lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai
benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan (koheren)
dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut
bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan
sebelumnya yang dianggap benar.75
Apabila kemudian kita dudukkan dalam hal ini, jika terdakwa
meninggal dunia pada saat proses penuntutan dan hakim tetap
melanjutkan penuntutan dengan memutus perampasan barang dan
tindakan tata tertib berupa ganti kerugian. sanksi tata tertib berupa ganti
kerugian yang termasuk rezim hukum perdata yang ada pada tindak
pidana ekonomi pasal 16 ayat (1) huruf b dan pasal 8 huruf c dan d dikaji
melalui teori koherensi maka jelas dipahami bahwa dalam pasal 10
KUHP baik hukuman pokok dan hukuman tambahan tidak mengenal
adanya ganti kerugian dan ganti kerugian tertuang dalam pasal 1356
KUHPerdata:
75Ahmad Atabik, Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk
Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama, Jurnal Vol. 2, No. 1, Juni 2014: STAIN
Kudus, Pdf.
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“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut”.
Bahkan bukan hanya pada Pasal tersebut saja yang membahas
tentang ganti kerugian melainkan pada Pasal 1243, 1352 sampai Pasal
1380 KUHPerdatapun membahas dan mengatur tentang ganti kerugian,
oleh karena itu maka ganti ganti kerugian merupakan rezim hukum
perdata.
Walaupun dalam hukum pidana mengenal adanya ganti kerugian
akan tetapi yang dimaksud ganti kerugian menurut KUHAP mengenai
pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan berupa uang karena ditangkap,
ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan oleh pihak yang
berwenang. Yang dimaksud tata tertib dalam tindak pidana ekonomi
pasal 16 ayat (1) hurub b dan pasal 8 hurub c dan d adalah mewajibkan
mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang
dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-
akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum, sekadar hakim tidak
menentukan lain. bisa di tafsirkan secara gramatikal bahwa cara
penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan
undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata
atau bunyinya.76
Bahwa tata terib yang dimaksud adalah ganti kerugian seorang
terdakwa kepada orang yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara. Inti
76 Sudikno Mertokusumo dan Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.
Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm. 43.
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dari pada uraian sanksi pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi di atas
yakni berupa ganti kerugian atas Tindak Pidana Ekonomi yang telah
ditelah diperbuat oleh seseorang sekalipun si pembuat telah meninggal
dunia. Padahal dalam konsep sanksi ganti kerugian merupakan ranah
dari pada hukum perdata dan bukan merupakan ranah hukum pidana.
Oleh karena itu sanksi hukum perdata dan sanksi hukum pidana
memiliki karakteristik  tersendiri  satu sama lain. Hukum perdata  selalu
berbica tentang norma mempertahankan hak-hak individu  secara privat,
sedangkan hukum pidana selalu berbicara pada tataran norma
mempertahankan hak-hak individu atau kelompok  bahkan Negara
secara public.77
Tentu hal ini akan terkesan in-koherensi norma jika kemudian
sanksi ganti kerugian dalam hukum perdata tetap disatukan kedalam
hukum pidana terkhususnya Tindak Pidana Ekonomi, yang mana
seharusnya jika terdakwa meninggal dunia gugurnya penuntutan dan
dialihkan ke hukum private untuk diadakan ganti kerugian.
2. Konsistensi
Sistem sanksi merupakan bagian terpenting dari suatu substansi
hukum pidana, yang merupakan wujud konkrik dari reaksi masyarakat
terhadap suatu tindak pidana yang diterapkan oleh negara melalui
aparatur penegak hukumnya. Sistem sanksi merupakan wujud keadilan
77Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika
Aditama: Bandung. Hlm. 31.
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antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat. Di dalamnya terdapat
berbagai upaya untuk memperbaiki masyarakat khususnya pelaku tindak
pidana. Oleh sebab itu kebijakan dalam perumusan sanksi dalam tindak
pidana ekonomi harus dilakukan dengan tepat. Suatu norma hukum
membutuhkan suatu sistem penegakan hukum baik melalui aturan hukum
acara pidana ataupun melalui institusi atau aparatur penegak hukum.
Lahirnya hukum pidana ekonomi diawali dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Ekonomi. Undang-Undang ini lahir untur mengatasi masalah
ekonomi setelah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Undang-
undang ini pada dasarnya hanya merupakan saduran dari Undang-
Undang Pidana Ekonomi di Belanda yakni Wet op de Economische
Delicten. Di Belanda Undang-undang ini dibuat untuk mengatasi krisis
ekonomi yang terjadi setelah perang dunia ke-2 Undang-undang ini
sebenarnya menjadi wadah hukum pidana di bidang ekonomi dengan
mengakomodasi perkembangan yang terjadi. Di Belanda, semua tindak
pidana di bidang ekonomi diakomodasikan ke dalam Wet op de
Economische Delicten.78 Namun di Indonesia hal itu tidak ditempuh,
karena tindak pidana ekonomi yang lahir berikutnya dimuat dalam
berbagai undang-undang, sehingga pengaturan tersebar dan tidak tertata
dengan cermat. Akibatnya berbagai kebijakan hukum pidana yang
diambil tidak kosisten.
78 A.Z. Abidin farid dan Andi hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Rajawali:
Jakarta. Hlm 1.
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Berkaitan dengan kebijakan dalam peraturan di bidang pidana
ekonomi dalam kaitannya dengan fungsi hukum pidana. Secara umum
hukum pidana dalam sistem hukum mempunyai fungsi sekunder artinya
hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir dalam penanggulangan
terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat, termasuk dalam
kejahatan di bidang ekonomi. Dengan fungsi ini berarti bahwa sepanjang
ada upaya lain atau mekanisme lain baik melalui mekanisme
keperdataan, mekanisme administratif atau mekanisme lainnya, maka
hukum pidana tidak perlu campur tangan. Fungsi ini disebut juga dengan
Ultimum Remedium.79 Namun dalam berbagai peraturan perundang-
undangan di bidang ekonomi, khususnya yang memuat aturan
kepidanaan, tidak begitu jelas dan konsisten apakah fungsi subsider dari
hukum pidana ini menjadi kebijakan yang utama dalam pembentukan dan
penegakan hukum pidana di bidang ekonomi. Hal ini dalam penegakan
hukum juga menimbulkan konsekwensi yakni tidak begitu jelasnya
apakah penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata dalam
pelanggaran hukum di bidang ekonomi akan menghapuskan hukum
pidana.
Oleh karena itu konsistensi itu perlu yang mana menurut Teguh
Prasetyo dan Abdul Halim, bahwa konsistensi dalam peraturan
perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum
Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan ini bukan sesuatu
79 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Op.cit, Hlm. 49.
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yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan, sehingga
dapat terjadi tidak konsisten dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Dari segi penegakan hukum konsistensi dalam tindakan dari
lembaga kenegaraan sangat menentukan kadar kepastian hukum, dalam
tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum.80 Mencermati
uraian tersebut dapat diketahui bahwa konsistensi sebuah norma hukum
merupakan wujud penjagaan marwah kepastian hukum.
Terkait pengadopsian sanksi berupa ganti kerugian dalam sanksi
tata tertib didalam Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b dan pasal 8 huruf c dan d, menandakan
bahwa tidak menjaga kepastian hukum dalam penerapan hukuman yang
mana dalam hukum pidana tidak mengenal sanksi ganti rugi sebagai
bentuk dari penjatuhan hukuman seperti didalam Tindak Pidana Ekonomi
pasal 8 hurub b dan c UU TPE. Dalam hal ini, seharusnya Tindak Pidana
Ekonomi mengikuti pasal 10 KUHP agar menjaga kepastian penjatuhan
hukuman pada hukum pidana agar tidak terjadi inkonsistensi karena
mengadopsi sanksi hukuman yang diatur luar dari system hukum pidana.
Dan jika ada terdakwa yang meninggal dunia pada saat penuntutan dan
ada kerugian ditemukan maka pihak berwenang harus melimpahkan
perkara tersebut kepada jaksa pengacara Negara dan diselesaikan
secara hukum Private / perdata. Penyelesaian perkara  tetap dilanjutnya
di ranah hukum pidana hanya untuk menentukan apakah perbuatan
80Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. 2014. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju
Mayarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 327.
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terdakwa itu terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana dan
masalah yang timbul karena adanya kerugian maka akan diselesaikan
secara perdata dengan ganti kerugian.
3. Sinkronisasi
KUHP yang ada saat ini tidak mampu lagi dan atau ketinggalan
jaman untuk mengikuti “trends”  perkembangan  kejahatan.  Pengalaman
mengenai kodifikasi selama hampir dua abad menunjukan bahwa tidak
mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dan tuntas,81sehingga
dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP yang
secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan
perkembangan kebutuhan yang ada.
Adanya Undang-undang di luar KUHP salah satunya UU TPE
seharusnya saling melengkapi, Undang-undang pidana di luar KUHP
inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus. Tujuan pengaturan
tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun
kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.
Oleh sebab itu harus ada sinkronisasi antar Undang-undang.
Kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ;
serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ; selaras. Sehubungan dengan sub
bab ini, kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan.82
81 Sudarto, Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Positif Indonesia,
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Edisi Khusus, 1995, Semarang: Fakultas Hukum,
UNDIP, hlm. 7.
82Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional
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Menurut Peter Mahmud Marzuki83 terkait sinkronisasi peraturan
perundang-undangan terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori
yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan
perundang-undangan yang secara hirarkis lebih rendah dengan yang
lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih
rendah itu harus disisihkan.
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu :
a. Sinkronisasi Vertikal
Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling
bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut :84
a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Ketetapan MPR
c. UU/ Perppu
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah Provinsi;
f. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga
83 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. hlm 29.
84 Dilihat Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan.
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diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.
Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu
peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang
kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya
apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-
undangan yang ada
b. Sinkronisasi Horisontal
Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai
peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang
yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan
secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk menggungkap
kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi
secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-
undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.85
Dikaitkan dengan sanksi tata tertib berupa ganti kerugian dalam
Tindak pidana ekonomi yang mengadopsi sanksi hukuman perdata dan
KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi yang mana sudah penulis
jelaskan di sub bab sebelumnya. Akan tetapi dalam Hukum pidana
memang mengenal adanya gabungan perkara gugatan kerugian yang
85 Soerjono Soekanto dan Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
Rajawali Pers. Hlm 64.
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merupakan tuntutan ganti kerugian tetapi ganti kerugian tersebut hanya
dapat di ajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya
terbatas pada jumlah kerugian materiil yang dialami sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2) KUHAP. Sedangkan kerugian in
materiil harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa.
Berarti, untuk mendapatkan ganti kerugian yang penuh, yang dirugikan
harus menempuh jalur pemeriksaan yang berbeda. 86Hal inilah yang
terjadi didalam tindak pidana ekonomi yang mana pada saat terdakwa
meninggal dunia pada proses penuntutan maka akan dikenakan tata
tertib berupa ganti kerugian dalam hal materiil dan in materil secara
penuh diselesaikan secara bersamaan dan seharusnya diselesaikan
secara terisah. maka disini ada pertentang norma yang mengakibatkan
tidak singkronisasinya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana
khususnya tindak pidana ekonomi dengan apa yang seharusnya yang
sudah di atur oleh Undang-undang.
86 M. Yahya Harahap, 2015, Pembahasan permasalah dan penerapan KUHAP
(pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali), Sinar
Grafika: Jakarta. Hlm. 39.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diajbarkan diatas, adapun
kesimpulan yang dapat penulis sampaikan pada tulisan ini adalah
sebagai berikut:
1. kedudukan hukum dilanjutkannnya penuntutan dengan tuntutan
ganti kerugian bagi terdakwa meninggal dunia dalam Tindak
Pidana Ekonomi berdasar pada Pasal 16 ayat (1) huruf b
Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 secara jelas
mengatakan bahwa jika ada cukup alasan untuk menduga,
bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas
perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah
melakukan tindak-pidana ekonomi, maka hakim  atas tuntutan
penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat memutus
bahwa tindakan tata-tertib yang disebut pada Pasal 8 sub c dan
d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang
meninggal dunia itu dan maksud dari Pasal 8 sub c adalah
Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan
keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak
pidana atau dari tindak pidana- tindak pidana semacam itu,
dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan
oleh siterhukum.
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2. Implikasi Hukum Dilanjutkannya Penuntutan Dengan Tuntutan
Ganti Kerugian Ketika Terdakwa Meninggal Dunia Dalam
Tindak Pidana Ekonomi adalah tidak adanya koherensi dan
konsistensi dalam Tindak pidana Ekonomi yang mana dalam
Tindak Pidana Ekonomi Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 8
huruf c dan d  jika terdakwa meninggal dunia pada proses
penuntutan, hakim akan tetap melanjutkan penuntutan dengan
menjatuhkan sanksi tata tertib berupa ganti kerugian, akan
tetapi tidak mengalihkan ganti kerugian ke hukum private/
perdata yang mana ganti kerugian merupakan rezim dari hukum
perdata dan tidak diatur dalam jenis hukuman dalam Pasal 10
KUHP sehingga menimbulkan tidak adanya sinkronisasi antara
penerapan sanksi.
B. Saran
Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis peroleh selama
melakukan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran
terhadap masalah yang ada di dalam tulisan ini sebagai berikut:
1. Undang- Undang No 7 Drt. Tahun 1955 agar di cabut atau tetap
efektif dengan cara singkronisasi dan harmonisasi dengan perlunya
revisi Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi karena sudah tidak
mengikuti perkembangan kejahanan dan pelanggaran yang
berkaitan dengan perekonomian Negara.
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2. Penjatuhan sanksi ganti kerugian ketika terdakwa meninggal dunia
harusnya pihak yang bewenang memberikan berkas perkara ke
jaksa pengacara Negara untuk dilanjutkan melalui jalur private yang
mana bukan di jalur pidana karena ganti kerugian merupakan rezim
dari hukum perdata.
3. Penyusunan berbagai aturan hukum pidana di bidang ekonomi oleh
lembaga berwenang dalam hal ini lembaga legislatif hendaknya
memperhatikan prinsip sinkronisasi antar berbagai aturan hukum
yang ada, sehinga penengakan hukum akan lebih mudah dan pasti.
4. Kebijakan system pidana dan pemidanaan seharusnya lebih
konsisten dengan menggunakan system alternative murni serta
menggunakan stelsel minimum khusus sehingga akan mengurangi
keleluasaan hakim dan lebih menjamin pengembalian kerugian
Negara.
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